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BAB V 
PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan siyasah dusturiyah 

terhadap pemberhentian perangkat nagari oleh Penjabat Wali Nagari Sungai 

Aua dalam perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 

Tahun 2019 Tentang Perangkat Nagari, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemberhentian perangkat nagari yang dilakukan oleh Penjabat Wali 

Nagari Sungai Aua tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang 

tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 

11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Nagari. Prosedur pemberhentian 

yang seharusnya mengedepankan asas musyawarah, transparansi, dan 

keadilan tidak dilaksanakan secara optimal. 

2. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, tindakan pemberhentian tersebut 

mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan 

kewenangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) dalam Islam, yang menuntut adanya keadilan (al-

‘adl), musyawarah (syura), serta penghormatan terhadap aturan yang 

berlaku. 

5.2 Saran  

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada Pj Wali Nagari dan Pemerintah Daerah, agar lebih 

memahami dan mematuhi ketentuan hukum positif yang berlaku, 

khususnya Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Nagari. Pemberhentian perangkat nagari harus 

dilakukan melalui mekanisme yang legal, akuntabel, dan 

berlandaskan musyawarah dengan melibatkan semua pihak yang 

terkait. 
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2. Masyarakat Nagari, diharapkan lebih aktif dalam melakukan kontrol 

sosial dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan nagari 

dengan dilakukannya sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan 

kepada seluruh pemangku kebijakan di tingkat nagari maupun 

masyarakat nagari mengenai prinsip-prinsip dasar pemerintahan 

Islam dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Dengan demikian, 

pelaksanaan kewenangan dapat dilakukan secara adil, terbuka, dan 

partisipatif, serta mencerminkan nilai-nilai etis dalam Islam, agar 

menghindari terjadinya  pembenaran bagi tindakan sepihak dari 

pihak pemerintah nagari 
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